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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi. Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan
pengangkutan dan penimbunan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah
tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua
pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha, seperti yang telah
diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Bagaimanakah upaya yang
dilakukan pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan BBM
bersubsidi tanpa izin usaha ini. Dalam menjawab permasalahan dalam
skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis
dengan cara mewawancarai Kasat Reskrim Polres Solok Kota, selain wawancara
peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan
bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang
peneliti lakukan, bahwa dimana dalam proses penegakan hukum terhadap
tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dilakukan dengan cara
penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan
berakhir dengan penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penegakan
yang dilakukan Kepolisian Resor Solok Kota sudah sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Kepolisian dan KUHAP sehingga pelaku beserta barang bukti
telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok guna dilanjutkan proses hukum
selanjutnya. dan Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian
Resor Solok Kota dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM
bersubsidi dilakukan dengan upaya Preventif, yaitu tindakan yang ditujukan untuk
mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan cara :
Memberikan himbauan kepada masyarakat di SPBU, Melakukan kegiatan razia di
SPBU dan Menempatkan personil kepolisian di SPBU.
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